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Abstrak 
According to the Indonesian Central Bureau of Statistics, the number of divorces in 
Indonesia in 2023 reached 516,334. This number is certainly not a small number, and 
there are certainly various factors that trigger the community to file a divorce lawsuit 
to the Religious Court with a variety of marital ages and different problems. The type 
of research used in this study includes empirical or field research in which researchers 
rely on data from the community under study. This research uses a qualitative 
descriptive approach. One type of research that is included in the empirical research 
category is descriptive qualitative research. By describing what actually happened, the 
research aims to reveal events or facts, situations, phenomena, variables, and 
conditions that occur throughout the investigation. The main factor in the formation 
of SEMA No. 1 of 2022. The impact of the issuance of SEMA No 1 of 2022. SEMA No. 1 
of 2022 has contributed to rejecting a prejudice before it happens to someone or in the 
context of the researcher's discussion in terms of husband and wife into a divorce. As 
mentioned in the fiqh rule of law, SEMA No. 1 of 2022 is effective in rejecting a case in 
order to provide a benefit for husband and wife again. The main factors for the 
formation of the SEMA No. 1 of 2022 rule: a. Making divorce one of the difficult cases. 
b. Lowering the divorce rate both in early marriages and not. c. Providing a deterrent 
effect to the litigants The impact of the birth of SEMA No. 1 of 2022: a. This SEMA has 
an impact on the legislation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage b. The 
litigants cannot be accepted by the court. c. The litigants will be subject to NO (Niet 
Ontvankelijke Verklaard) SEMA No. 1 of 2022 has contributed to rejecting a mischief 
before it happens to someone or in the context of the researcher's discussion in terms 
of husband and wife into a divorce.  
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A. Pendahuluan  

Perceraian adalah pembubaran pernikahan antara suami dan istri untuk 

menciptakan rumah tangga yang utuh, permanen, dan langgeng, sehingga tidak sah 

bagi mereka untuk hidup berdampingan sebagai suami dan istri. Dalam beberapa 

penjelasan perceraian memiliki beberapa makna yang berbeda namun, sama-sama 
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menjelaskan hal yang sama tentang putusnya suatu hubungan antar 2 orang yang 

menjalin hubungan menurut agama dan negara. 

Fakta bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan adalah bukti keagungan 

Allah, pernikahan-yang secara harfiah berarti “pasangan” atau “jodoh” memiliki 

makna religius sebagai perwujudan pengagungan manusia kepada Allah dan 

kepatuhan terhadap sunnah Rasul. Namun, kenyataannya, tidak semua rumah 

tangga memiliki hari yang bebas dari masalah. Sejumlah keadaan dan peristiwa 

dapat menyebabkan pernikahan berakhir dalam hitungan hari, bulan, atau tahun. 

Namun, beberapa orang kini dilarang untuk bercerai karena adanya SEMA baru 

yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Hal ini karena permohonan hanya dapat 

dikabulkan jika terbukti bahwa pasangan gagal memenuhi tanggung jawabnya 

setelah minimal 12 (dua belas) bulan dengan alasan tidak memberikan nafkah lahir 

dan/atau batin, dan jika terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. 

Berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 

minimal 6 (enam) bulan. 

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah perceraian di Indonesia 

pada tahun 2023 mencapai 516.334 pada tahun 2022. Jumlah ini tentunya bukan 

jumlah yang sedikit dan pastinya terdapat berbagai macam faktor yang memicu 

masyarakat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama dengan beragam 

usia perkawinan dan masalah yang berbeda-beda. 

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan 

sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang 

diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sesuai dengan Penjelasan Umum 

angka 2 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, dalam Pasal 79 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diatur bahwa Mahkamah Agung dapat 

menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang diperlukan untuk 

memastikan perjalanan peradilan yang lancar ketika terdapat kekosongan dalam 

undang-undang. Meskipun SEMA bukan setara dengan undang-undang, namun 

mereka berperan sebagai panduan internal di dalam lingkungan peradilan. SEMA 

tidak mengikat secara hukum, tetapi SEMA merupakan salah satu sumber yang 

digunakan pengadilan untuk memandu dan menjadi referensi keputusan mereka. 

Penyelesaian perceraian akan lebih mudah jika pengadilan menggunakan SEMA 

dalam mengambil keputusan. Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA sebagai 

arahan atau pedoman yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam 

penyelesaian sengketa. Menjaga keseragaman, konsistensi, dan kepastian hukum 

dalam pengambilan keputusan peradilan adalah tujuan dari SEMA. 
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Imam Syafi'i menekankan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan 

yang kuat dan jelas. Dalam konteks SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menyebutkan 

bahwa perceraian dapat dikabulkan jika ada pemisahan tempat tinggal selama enam 

bulan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemisahan ini mencerminkan 

ketidakmampuan pasangan untuk hidup bersama secara harmonis. Namun, imam 

syafi’i juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah sebelum mengambil 

langkah perceraian. Hakim mengabulkan karena lebih memperhatikan serta 

mempertimbangkan kemaslahatan bagi penggugat yang sering mendapat 

perlakuan yang tidak baik dari tergugat, tergugat sudah bermain cinta dengan 

wanita lain serta sudah tidak ada kemungkinan antara penggugat dan tergugat 

untuk kembali bersatu sebagai pasangan suami istri, sebagaimana dikemukakan 

dengan landasan teori oleh john rawles. 

Dampak daripada perceraian tersebut, baik dari keluarga maupun ekonomi. 

Melakukan suatu perceraian akan berdampak kepada keluarga khusunya kepada 

anak yakni dari psikologi anak yang akan menanamkan sifat anak broken home 

dengan dannya perceraian dari kedua orang tuannya. 

B. Metode 

  Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini termasuk jenis 

penelitian empiris atau lapangan yang dimana peneliti mengandalkan data dari 

masyarakat yang diteliti. (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

pendekatan Konseptual. Salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam kategori 

penelitian empiris adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan 

apa yang sebenarnya terjadi, penelitian bertujuan untuk mengungkap peristiwa 

atau fakta, situasi, fenomena, variabel, dan kondisi yang terjadi sepanjang 

penyelidikan. Data mengenai keadaan saat ini, sikap dan sudut pandang masyarakat, 

ketidakkonsistenan antara dua keadaan atau lebih, ketidaksesuaian antara fakta 

yang diketahui dan dampaknya terhadap suatu kondisi, semuanya dimasukkan 

dalam penelitian ini. 

Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya untuk penelitian ini, peneliti 

langsung menuju ke Pengadilan Agama Kota Mojokerto untuk mengumpulkan 

informasi yang banyak. Metode studi lapangan digunakan dalam penyelidikan 

kualitatif ini. 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Faktor utama terbentuknya aturan SEMA No 1 tahun 2022  

SEMA No 1 tahun 2022 lahir sebagai ancaman bagi orang yang akan 

melakukan suatu perceraian, dikarenakan pada aturan ini para orang 

berperkara harus melakukan syarat yakni berpisah tempat tingal dengan 
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suami/istri, apabila suami dan stri tidak memenuhi syarat tersebut maka 

tidak akan bisa mengajukan suatu perkara kepada pengadilan. 

Salah satu faktor utama adannya aturan SEMA No 1 tahun 2022 ini 

ialah sebagai sarana mempersulit para pihak berperkara agar tidak memberi 

efek ringan untuk melakukan suatu perceraian, pihak pelayanan pengadilan 

akan memberikan nasehat tentang bagaimana prosedur berperkara salah 

satunnya dengan memberi tau tentang peraturan berpisah selama 6 bulan 

dengan suami/istri, namun apabila sang pihak tetap mengajukan perkara 

tersebut maka pihak pengadilan akan mengabulkan. Tidak semudah itu 

dikarenakan hakim juga memiliki pendapat yang sama dengan para staff 

dalam pengadilan dengan demikian para pihak berperkara akan tetap 

dilayani dan diberikan fasilitas melakukan suatu perkara namun perlu 

dikatahui didalam sidang pengadilan apabila pihak berperkara tidak 

memenuhi syarat  SEMA No 1 tahun 2022 maka perkara tersebut akan 

dikenakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).  

2. Dampak lahirnya aturan SEMA No 1 tahun 2022  

Langkah selanjutnya yang harus difikirkan oleh para pihak 

berperkara ialah dampak daripada perceraian tersebut, baik dari keluarga 

maupun ekonomi.melakukan suatu perceraian akan berdampak kepada 

keluarga khusunya kepada anak yakni dari psikologi anak yang akan 

menanamkan sifat anak broken home dengan adannya perceraian dari kedua 

orang tuannya. Sang anak tidak akan merasakan kasih sayang dari kedua 

orang tua yang sudah berpisah, selain tidak meraskan kasih sayang ada 

dampak lain yang akan ditimbulkan apabila sang orang tua anak lebih 

memilih untuk menikah kembali dengan orang lain atau orang pilihan 

masing-masing, sang anak akan binggung dan memilih untuk pergi kepada 

kerabat salah satu orang tua demi melanjutkan hidup karena kedua ornag 

tuannya sudah berada pada posisi keluarga yang berbeda. Selain daripada 

dampak kepada anak, perceraian juga berdampak bagi single mom yang 

dijatuhkan hak asuh tentang bagaimanakah dia akan mengelola uang dan 

mencari nafkah untuk melanjutkan hidupnya dan anak-anaknya entah dari 

harus bekerja dibidang yang bersebrangan ataupun kembali merintis hal 

yang tertinggal di masa sebelum melakukan pernikahan. Namun, di dalam 

pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Mojokerto setiap perceraian 

akan diberikannya nafkah pasca perceraian, baik sang istri tidak meminta 

maka pengadilan akan memberikan nafkah tersebut kepada istri. Hal ini juga 

akan di tuliskan di dalam putusan hakim majelis serta dibacakannya putusan 
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tersebut berserta dengan seberapa nafkah yang dibebankan kepada suami 

untuk mantan istri nya. 

Berbicara tentang dampak melakukan perceraian, dampak yang 

terjadi dengan lahirnya peraturan yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung 

yaitu salah satunnya SEMA No 1 tahun 2022. Aturan ini merupakan titik 

cerah bagi pihak berperkara sehingga para pihak berperkara akan memiliki 

waktu ynag cukup untuk kembali membenahi masalah yang terjadi dalam 

pernikahnnya sehingga tidak akan terjadinnya suatu perceraian. 

3. Hasil Implementasi SEMA No 1 tahun 2022 prespektif imam syafii 

a. Impelementasi SEMA No 1 tahun 2022 pada kaidah ushul fiqih ke-

10 imam syafii 

Indonesia ialah negara Negara Republik yang menganut sistem 

Peraturan yang berdasarkan undang-undang, jadi tidak sedikit yang di 

jadikan patokan ialah PERMA dan SEMA , namun dalam Pengadilan 

Agama juga menggunakan pedoman beruapa alkitab ataupun al-Quran 

sebagai patokan tak lupa dengan 40 kaidah ushul fiqih yang digunakan 

debagai pelengkap dalam menentukan sumber primer dari suatu 

putusan. Peneliti akan menjelaskan bagian hukum ushul fiqih yang 

merupakan sumber sekunder terlahirnya SEMA No 1 thaun 2022 sebagai 

peraturan mahkamah agung yaitu kaidah sebagai berikut : 

تَصَر ف ُّ عَنْهُُّ مَنْهحي ُّ مَصَالِح ا دَفَعَُّ أوَُّ مَفْسَدَة ُّ جَر ُّ كُل ُّ  

”setiap tindakan hukum yang menarik kemafsadatan atau 
menolak kemaslahatan itu ditolak ” (Suyuti, 1983) 

 

Kaidah tersebut menjelaskan tentang bagaimana suatu tindakan 

atau perkara yang menarik kemafsadatan (perceraian) maka hal 

tersebut dapat ditolak. Namun peneliti juga mempertanyakan hal 

tersebut yakni perceraian ialah hal yang dibolehkan oleh agama islam 

namun mengapa hal tersebut di halang-halangi dan tidak boleh 

dilakukan dimanakah letak kemafsadatan dari sebuah perceraian. 

b. Impelementasi SEMA No 1 tahun 2022 pada kaidah ushul fiqih ke-

13 imam syafi 

فْعُُّ الر فْعحُّ محنُّ أوَْلَُّ الد   
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”menolak itu lebih baik dilakukan sebelum terjadinnya suatu perkara ” 

(Suyuti, 1983) 

Sebagaimana disebutkan dalam hukum kaidah fiqih tersebut 

bahwasannya SEMA No 1 tahun 2022 memiliki efektifitas dalam menolak 

suatu perkara demi kembali memberikan suatu kemaslahatan bagi 

suami dan istri. Sebelum seseorang yang mendaftarkan dirinnya untuk 

melakukan perkara peceraian maka para pihak informasi pengadilan 

agama akan memberikan arahan, namun selama perkara yang diajukan 

sudah memenuhi syarat untuk melakukan suatu perceraian seperti 

halnya sudah berpisah rumah dengan suami\istri selama 6 bulan.  

Apabila hal tersebut tidak ada dalam syarat maka pengajuan tersebut 

tidak dapat di proses apabila pengugat tetap ingin mengajukan maka 

tetap akan diajukan. 

D. Simpulan   

SEMA No. 1 Tahun 2022 lahir sebagai respons terhadap tingginya angka 

perceraian di Indonesia, baik yang dilakukan secara talak maupun gugat. Dampak 

dari regulasi ini dirasakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam perkara 

perceraian, di mana ada kemungkinan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima 

oleh pengadilan (NO). Dalam konteks hukum Islam, Imam Syafii 

memperbolehkan perceraian namun dengan prinsip bahwa penolakan terhadap 

hal yang mafsadat (merugikan) lebih baik dilakukan sebelum terjadinya perkara, 

serta bahwa tindakan hukum yang membawa mudarat (kerugian) atau menolak 

kemaslahatan harus ditolak. SEMA No. 1 Tahun 2022 dirancang untuk mencegah 

terjadinya kemafsadatan dan mendukung kemaslahatan bagi semua pihak yang 

terlibat. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam 

konteks ini dapat dipandang memenuhi prinsip kemaslahatan yang ditegaskan 

dalam hukum Imam Syafii. 
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